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A. LATAR BELAKANG 

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa 

Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Jawa Tengah.  

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018-2023 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra 

Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain 

itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi 

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi 

Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018-2023.  

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam perencanaan jangka menengah. 

Dalam tahun tersebut pula akan dilaksanakan perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang 

didalamnya akan dilakukan perubahan target pada Indikator Kinerja Utama Daerah 

yang disesuaikan dengan dinamika terbaru yang terjadi melalui metode cascading. 

Pada tahun 2020 atau tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 terjadi pandemi covid-19 yang 

mengakibatkan krisis multisektor secara luas dan cepat dari tingkat global hingga 

domestik. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi 

masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi tersebut menuntut 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan 

pembangunan daerah yang responsif dan antisipatif guna meminimalisir dampak 

atas kejadian pandemi Covid-19.  

Selain pandemi covid-19, terjadi dinamika regulasi antara lain Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 



 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan 

melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. 

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, guna meningkatkan efektifitas peran 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menunjang perwujudan 

pembangunan daerah yang efektif perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai 

kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam dokumen Renstra Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika 

regulasi nasional. Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

disusun dengan mengacu pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2018-2023 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

 

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

No Indikator Kinerja  Satuan 

Kondisi Awal 

Kinerja 
Target Capaian 

Kondisi  

Akhir 

Kinerja 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 

Persentase Tata 
Kelola Keuangan 

Pemerintah Daerah 
sesuai kaidah 

perundangan 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 
Persentase 

Pemanfaatan Aset 
% 0 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 

3 
Nilai Kepuasan 
Masyarakat terhadap 

Pelayanan Badan 

Angka 0 0 60 65 70 75 80 80 

4 
Nilai SAKIP Perangkat 
Daerah 

Angka 71 0 72 72,5 73 73,5 74 74 

Sumber: Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

 
 
 
 



 

 

TABEL CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN BPKAD Provinsi Jawa Tengah 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun  

2019 

Tahun 2020 

Tingkat 

Ketercapaian 

Kinerja (%) 

Target Realisasi  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Persentase Tata Kelola 
Keuangan Pemerintah Daerah 
sesuai kaidah perundangan 

% 100 100 100 100% 

2 Persentase Pemanfaatan Aset % 63 65 70,23 108,05% 

3 Nilai Kepuasan Masyarakat 
terhadap Pelayanan Badan 

Angka 80 80 81 101,25% 

4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Angka 65,54 77 72,16 93,71% 

 

Dari data diatas, terdapat 1 (satu) dari 4 (empat) indikator kinerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang tidak tercapai, yaitu Nilai SAKIP 

Perangkat Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah perlu merumuskan langkah-langkah taktis guna 

penguatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merumuskan 3 (tiga) tujuan 

organisasi yaitu pertama “Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang 

baik” dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Tata Kelola 

Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan; tujuan kedua: 

“Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan 

akuntabel” dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase 

Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan tujuan ketiga: 

“Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah” dengan 

menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat dan Nilai 

SAKIP Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Setda 

merumuskan 4 (empat) sasaran beserta dengan 4 (empat) indikator kinerjanya, 

adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang 

sesuai Kaidah Perundangan, dengan indikator kinerja Persentase Tata Kelola 

Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan; 

2. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui sistem 

informasi yang informatif dan integratif, dengan indikator kinerja 

Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah;  



 

3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah, dengan 

indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat; 

4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan 

indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah. 

Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta 

dalam rangka persiapan pengendalian pencapaian target-target pengelolaan 

keuangan dan asset daerah di tahun 2022, dirasa perlu menghadirkan seluruh 

Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pelaksana tugas 

perangkat daerah, serta seluruh Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan daerah 

di lingkup Pemerintah Provinsi jawa Tengah dalam satu rangkaian acara Forum 

Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi 

Jawa Tengah “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  

Tahun 2022-2023”. Hasil Rapat Koordinasi tersebut diharapkan dapat 

menyamakan persepsi terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah, sehingga dapat menguatkan peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

B. DASAR HUKUM 

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah;  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 

4) Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah;  

5) Peraturan Presiden  No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Pembangunan Berkelanjutan; 

6) Peraturan Presiden  No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 



 

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan dan Keuangan Daerah; 

11) Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. 

C. MAKSUD DAN TUJUAN  

a. Maksud 

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022-2023. 

b. Tujuan 

1) Penyamaan persepsi terhadap arah kebijakan strategis pengelolaan 

keuangan dan aset daerah tahun 2022-2023; 

2) Identifikasi dan sinkronisasi usulan agenda pelaksanaan program/kegiatan 

bidang-bidang lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan SKPD dan 

stakeholder terkait; 

3) Pemantapan agenda program/kegiatan pada Rancangan Awal Renstra 

Perubahan tahun 2018-2023 dan Renja tahun 2022. 

D. PESERTA  

a. Pejabat dan/atau staf bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

b. Perwakilan SKPD Provinsi Jawa Tengah;  

c. Stakeholder terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah. 

E. WAKTU DAN TEMPAT 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada: 

Hari : Rabu dan Jumat 

Tanggal : 24 dan 26 Maret 2021  

Waktu : terlampir 

Tempat : Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa 

Tengah, Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang 



 

F. NARASUMBER 

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 

a. Ketua DPRD Jawa Tengah;  

b. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 

a. Ketua DPRD Jawa Tengah; 

b. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

G. METODE PELAKSANAAN 

Metode Forum Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Tahun 2022-2023” dilaksanakan dengan mekanisme virtual 

(on-line) dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, meliputi: 

a. Paparan Narasumber;  

b. Diskusi; 

c. Perumusan Hasil Diskusi. 

H. SUMBER DANA  

Forum Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Provinsi Jawa Tengah “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Tahun 2022-2023” dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD 

pada Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Sub 

Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. 

I. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat sebagi acuan dalam pelaksanaan 

Forum Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Jawa Tengah “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Tahun 2022-2023”. 
 
 

Semarang,         Maret 2021 
 

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH   
Sekretaris 

 
 
 

YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM, M.Kes 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19700605 199501 2 001



 

SUSUNAN ACARA DAN AGENDA DISKUSI  
 
 

PADA FORUM PERANGKAT DAERAH 

 PENYUSUNAN RENSTRA PERUBAHAN BPKAD TAHUN 2018-2023 

Rabu, 24 Maret 2021 

 

NO 
HARI / TGL / 

JAM 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

    

1.  12.30-13.00 Registrasi Peserta Panitia 

2.  13.00-13.10 Pembukaan MC 

3.  13.10-13.15 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Panitia 

4.  13.15-13.30 Laporan Ketua Panitia 
Sekretaris Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah 

5.  13.30-14.00 Arahan dan Pembukaan  
Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah 

6.  14.00-15.30 

Paparan 

 

Narasumber: 

1. Ketua DPRD Provinsi Jawa 
Tengah 

2. Wakil Ketua DPRD Provinsi 
Jawa Tengah 

3. Wakil Ketua DPRD Provinsi 
Jawa Tengah 

7.  15.30-16.00 Diskusi Peserta 

8.  16.00- 
Perumusan Hasil Diskusi dan 
Penutupan 

Panitia 

 

 

 

 



 

SUSUNAN ACARA DAN AGENDA DISKUSI RUMPUN BIDANG PEMBANGUNAN  

PADA FORUM PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENJA BPKAD TAHUN 2022 

Jumat, 26 Maret 2021 

 

NO 
HARI / TGL / 

JAM 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

    

1.  08.30-09.00 Registrasi Peserta Panitia 

2.  09.00-09.10 Pembukaan MC 

3.  09.10-09.15 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Panitia 

4.  09.15-09.30 Laporan Ketua Panitia 
Sekretaris Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah 

5.  09.30-10.00 Arahan dan Pembukaan  
Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah 

6.  10.00-11.30 

Paparan 

 

Narasumber: 

1. Ketua DPRD Provinsi Jawa 
Tengah 

2. Wakil Ketua DPRD Provinsi 
Jawa Tengah 

3. Wakil Ketua DPRD Provinsi 
Jawa Tengah 

7.  11.30-12.00 Diskusi Peserta 

8.  12.00- 
Perumusan Hasil Diskusi dan 
Penutupan 

Panitia 

 


